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KEPUTT'SAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

NOMOR 355 Tahun 2O17

TENTANG

PEMBERIITN IZIN OPDRASiONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL WIRDHA

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

c. bahwa Raudhatul Athfal yarg tercantum da-lam Lampiran
Keputusar ini tela-h memenuhi persyaratan administratil-, tel<nis,
dan kelaya.kan yang teiah ditetapkan;

d. bahwa be rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor WilayaL Kementerial Agama Provinsi Bengkulu tentang
Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Wirdha
Kota Bengkulu.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
Pendidikan Nasiona-l (Lernbararr Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O5 tentarrg Guru dan Dosen
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemr,rintah l.lomor' 19 Tahun 2O05 tentang Standar
Nasional Pend.idikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O13 N<-rmor 71, Tambahan l,embara;r Negara Republik Indonesia
Nomor 54 1O);

4. Peraturan...

Menimbang : a. bahwa dalam raagka pelaksanaan ketentual Pasal 8 ayat {2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahrtn 2O 13 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan
Kaltor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan rnadrasah
yang bermutu, perlu rnemberikan kesempatan masya-rakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakal madrasah
sesuai dengan standar nasional. pendidikan;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang U/aii'

Beiajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik indone a

Tahun 2008 Nomor 9O, TamLrahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4863);

5. Peratura.n Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahal Lembarart Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Perrrcrintah Nonroi: 74 Tahun 2008 tertzrrg Gliru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 194'
Tambahari Lembarar iiegal'a Republik Indonesia Nonror 494i);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentarg Per:geiolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara:r Negara Republik
Indonesia Tahun 20i0 Nomor 23, Tambahan Lembaran i'iegara
Reprrblik Indonesia Nomor 5 150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraruran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Oi0 tentang
Per'-rbahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2O 1O

tentang P:ngeiolaa:r dan Penyelenggaraal Pendidikan (Lernbaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I12, Tarnbahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Peldidlkan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sara.tra dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ l,{adrasah
Ibtidaiyah, Sikolah Menengah Pertama/Madrasah TsararviJ,ah,
dan Sekolah lUenengah Atas/I{adrasah Aliyah;

9. Peraturan ivlerrteri Pendidikan Nasional Norrror 15 Talun 20i0
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
KabupatenT Kota sebagairnana teiah diubah orenjadi Peratriran
Menteri Pend'idikarr dan Kel"lrda.vaan Nomor 23 Tahun 20'l 3
tentang Perubahan atas Peratui'an Ivlerlteri Pendidikarr Nasionai
Nomor I5 Tahun 20i O tenlang Standar Pelayanan tuiinimal
Pendidikan di Kabupa.Lcrr,/ Ko ta:

i0. Peraturan ivienteri Agama liomor 2 Tahun 2Oi2 tentang Pengarvas
Madrasa-h. dan Pengau,as Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Ta}nn 2Ol2 Nomor 2Cr5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lgama
Nomor 31 'Iahun 2Oi3 tentang Perubahan Atas Peraturan Ivienterr
Agama Nomor 2 Tahun 20 12 tentang Penganvas MaCrasah Can
Pengawas Pendidikan /\gama islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tr.irun 2013 Ncmor 684);

[ 1. Pcraturan l",lcntcri Agama lJomor 13 Tahun 2012 icni.ai,€l
Organisasi dan Tata Kerja Insta.nsi Vertikal Kementerian Agama
(Bcrita Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2O1.2 Nomor 851);

i 2. Peraturan Menteri Agarna Nomor 90 Tahun 20 i ll tentang
Penyelenggara-n Pendic'.ikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor i3B2) sebagain']ana telah diubah
derrgan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahurr 20 15 tentang
Per-rrbahan Atas Peratrirar ivieirteri Agama Nomor 90 Ta}lrn 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik i-rdonesia Ta-ii Lir-r 2O 15 Notnor 1733);
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Menetapka:r

KESATU

KEDUA

h.L I tu.a.

n f.LlMft

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTE
AGAMA PROVINSI BENGKULU TEXTANG PEMBERIAN

Memberikan izrn operasional pendiriar macirasah kcpada
Raudhatul Athfai sebagaimana tercantum dala:n Lampiran
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari l(eputusan ini.

Setelah jangka w'aktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersar gkutan wajib:

a. Menyarnpaikan laporan perkembartgal Raudhalul Alhi:1l
kepada Kepala Kanror Kementeriar Agama yang memuat
paling sedikit perkemtrangan j umlah peserta didik,
pelaksanaan kuriku Iu m, pelaksartaan pemenu han starrd ar
sarana prasarana, dan pelaksanaal pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikar; dar,/atar-r

b. Mengajukan penda-ftarel visitasi al<reditasi PauC i F.J.

kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-unda:ngan.

Dala:l hal perkembargan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimai<sud da.lam Diktum KEDUA huruf a dinilar memenuhi
standar pelayana:e minirnal penyelenggaraan pendidikan
da-n/ atau hasi.l akreditasi sebagaimarra dimalisud Diktum
KEDUA huruf b rnendapat peringkat minima-l C, rnaka izin
operasion;I sebagaimara dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku.

Dalam hal perkcmba:rgan Raudhatul Athfa-i sebagaima:ia
dimal<sud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai merrreuul'ri
standar pelayalan minimal penyelenggaraan pe ndiclikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana. dimaksud Diktum
KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimai C, maka
izin operasional sebagaima:ra dimaksud dalam Diktr-rrn
KESATU Cicabut.

Keputusaa ini mulai beriaki: pada tanggal ditetapka_,r

Ditetapkan di Bengkulu
Pada ianggai 70 QlK\oVet LolT

RIA ALA KANTOR WILAYAH
NTERIAN AGAMA
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OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
T(OTA BET{GKT'LU.


